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DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN
PENDEKATAN INTERDISIPLINER
DALAM ILMU POLITIK

A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Sebelum menjadi disiplin ilmu tersendiri, ilmu politik dapat
dikatakan sebagai ilmu sosial yang terbilang cukup tua.
Pandangan ini tentu muncul untuk mengatakan ilmu dan
pengetahuan politik secara umum atau dalam pengertiannya yang
luas. Apalagi, jika politik dipahami sebagai cara untuk menggapai
sesuatu yang membuat relasi kekuasaan antara manusia dan alam
maupun antara sesama manusia terjadi.

Tak salah jika manusia sepanjang kehidupan ini disebut
sebagai “zoon politicon” atau makhluk politik. Disebut demikian
karena selalu ada relasi kuasa dalam hubungan antar-sesama
manusia, baik sejak zaman kuno yang diwarnai perang antar-
suku, dominasi pemimpin dalam sebuah klan atau suku, hingga
cerciptanya suatu komunitas yang lebih modern seperti sekarang.
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Model kekuasaan juga menunjukkan suatu perkembangan yang
terus berubah.

1. Yunani: Cikal Bakal Filsafat Politik Barat

Hal ini berarti bahwa pengetahuan dan keterampilan politik sudah
ada sejak manusia ada, terutama sejak muncul pemikir-pemikir
yang melontarkan bagaimana masyarakat seharusnya diatur dalam
kebijakan dan bagaimana seharusnya negara yang baik atau warga
negara yang baik. Jadi, seiring dengan kemunculan peradaban
manusia, ilmu politik dalam arti luas ini dapat dikatakan sebagai
ilmu sosial yang paling tua.

Di Yunani Kuno, misalnya, pemikiran politik dan pandangan
tentang negara sudah mulai muncul pada 450 SM. Bahkan,
layak untuk dikatakan bahwa pemikiran politik di dunia yang
menjadi cikal bakal pemikiran dan filsafat politik modern berasal
dari era Yunani Kuno ini. Hal ini didorong oleh perkembangan
peradaban yang maju dibandingkan masyarakat dunia yang lain.
Prestasi kulturnya yang tinggi membuar Yunani menunjukkan
munculnya penyelidikan sistematis tentang watak dan jalannya
institusi politik oleh para intelektual dan filsufnya.!

Di Yunani Kuno-lah ide pemerintahan demokratis dibentuk
dan pertama kali dipraktikkan. Nilai-nilai tentang kebebasan, hak
individu, dan keadilan diakui. Masalah-masalah manusia hendak
dipecahkan dan masalah negara mulai muncul ke permukaan.
Kebajikan politik dan negara didiskusikan. Hasilnya sangat
berpengaruh hingga sekarang.

L. HenryJ. Schmand, Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani
Kuno Sampai Zaman Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), him.
31—37.
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Diangkatnya tema sosial-politik dan kenegaraan memang
bukanlah filsafat paling awal di Yunani. Sebelumnya, pemikiran
filsafat didominasi oleh filsafat alam, setelah pemikiran spekulatif
yang terjadi terserap ke dalam masalah mitologi dan agama, sebuah
kajian tentang manusia yang jauh dari pemikiran rasional.

Mulai munculnya filsafat tentang alam membawa benih-
benih filsafat rasional. Dimulai dengan sarjana, seperti Thales
(600—550 SM), para pemikir mulai mengarahkan upaya-upaya
untuk mengkaji dan menganalisis watak dan strukeur alam
fisik. Pertanyaan yang sering muncul scjak Thales adalah zat apa
vang menjadi bahan penyusun alam dan di manakah kesatuan
yang di baliknya terdapat keragaman dan perubahan itu dapat
ditemukan.

Baru mulai pada pertengahan abad ke-5 SM, pertanyaan-
pertanyaan filsafat yang muncul mulai bergeser kepada hal
yang lebih luas, mulai dari kosmologi hingga antropologi atau
pandangan-pandangan tentang manusia. Mazhab kosmologi
tampaknya mengalami pertentangan sebagaimana yang diwakili
oleh Heraclitus dan Parmenides.

Selanjutnya, para filsuf Yunani mulai beralih pada kajian
mengenai manusia sebagai makhluk etik, sosial, dan politik.
Persoalan tentang alam fisik mulai ditinggalkan dan mulai melihat
masalah negara dengan masalah-masalah yang diciptakan oleh
manusia. Socrates mengawali dengan mengatakan bahwa kajian
tentang manusia dan masyarakar, serta bagaimana hal ini diatur,
merupakan masalah yang penting untuk dipecahkan.

Socrates (470—399 SM) adalah seorang yang sangat
brilian. Ia terkenal dengan humornya yang menggelitik dan
kemampuannya dalam memberikan jawaban-jawaban sehingga
banyak para pemuda yang mengaguminya. Muridnya yang
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HUBUNGAN ILMU POLITIK DAN
DISIPLIN ILMU LAINNYA

Imu politik jelas memerlukan ilmu-ilmu lainnya untuk
Imengembangkan diri, baik untuk mempertajam analisis

maupun mempetluas objek kajiannya. Ini berarti bahwa sejak
=2man kuno hingga zaman sekarang, ilmu politik diperkaya oleh
Zisiplin ilmu lainnya, terutama ilmu-ilmu sosial. Plato, misalnya,
adzlah pemikir yang tertarik memahami masalah-masalah yang
~wrkaitan dengan strukeur keluarga dan sifat-sifat pendidikan,
siauh hal-hal itu sesuai dengan sifat-sifat dasar negara yang ia
gealkan.

Aristoteles juga sangat khawatir tentang adanya pembagian
&=kavaan dan status dalam masyarakat, sebagaimana dalam tiap-
=30 rezim politik yang mereka punyai. Karl Marx memanfaatkan
sengerahuan sejarah dan ekonominya untuk melihat relasi
=olitik dalam masyarakat dan menganalisis dinamika politik

sesdasarkan perkembangan teknologi dan strukeur kelas sosial

sn2 merupakan kajian dari sosiologi.
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Tak dapar dielakkannya ilmu politik dari disiplin ilmu lain
memang berangkat dari kenyataan bahwa ilmu pengetahuan
awalnya memang menjadi satu, sampai akhirnya terbagi menjadi
disiplin ilmu tersendiri dan terpisah-pisah pada abad ke-19.
Sebelumnya, yang namanya pengetahuan itu tak terpisah-pisah
dan disatukan dalam filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan
(mother of science), bahkan antara ilmu alam dan ilmu sosial juga
tak terpisahkan. Bahkan, di awal-awal pertumbuhan filsafar,
sebagaimana ditunjukkan di Yunani Kuno, setelah lelah dengan
masalah mitologis, muncullah ketertarikan terhadap dunia fisik
(alam). Artinya, manusia dianggap benda fisik yang menjadi
bagian dari alam. Tak heran jika para pemikir (filsuf) Yunani
paling awal sering disebut sebagai Filsuf Alam sebab mereka
hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Para
filsuf yang terkenal antara lain Thales, Anaximander, Anaximenes,
Parmenides, Heraclitus, Empedocles, Anaxagoras, Democritus,
Herodotus, Thucydides, dan Hyppocrates.

Sejak kemunculan Socrates (470—399), cikal bakal imu
sosial-politik mulai muncul bersamaan kecenderungan baru
berupa kemunculan filsafat yang mengkaji masalah tentang
manusia, masyarakat, dan segala sesuatu yang bersifat ideal.
Plato-lah yang mengawali pembahasan mengenai masyarakat dan
negara secara sistematis. Filsuf lainnya yang cukup terkenal adalah
Aristoteles. Plato dan Aristoteles memang kerap dikenal sebagai
dua orang pemikir besar yang sangat berpengaruh. Bahkan,
sastrawan Coleridge sampai sedemikian jauh membagi manusia
menjadi dua kelompok: Platonian dan Aristotelian.2¢

24. Henry J. Schmandt, Filsafat Politék..., hlm. 83.
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[lmu sosial mulai memisahkan diri dari filsafat sejak abad
#2-19 dan ilmu politik masih menjadi bagian dari ilmu sosial ini
“engan pengaruh ilmu flsafat yang sangat kentara. Sebagaimana

- kzrakan Gabriel Almond:

“Teori politik klasik lebih merupakan suatu sosiologi dan
psikologi politik, serta suatu teori politik yang bersifat
normatif daripada suatu teori tentang proses politik....

Klasifikasi berbagai tipe sistem politik dari Plato,
Aristoteles, dan paro terakhir Zaman Roma, jauh lebih
tegas berpegang pada berbagai macam stratifikasi sosial
serta perwakilan yang mereka miliki dalam sistem
politik, menurut bentuk dan penampilannya, daripada
berpegang pada berbagai macam proses pembuatan
kepurtusan. Jadi, landasan klasifikasi politik lebih bersifat
sosiologis daripada politik”.?

Perlunya ilmu politik menjalin kerja sama dengan ilmu
sosial lainnya sangat disadari oleh para pengembang ilmu politik.
Tujuannya adalah untuk memperkaya pemahaman tentang
mzsalah-masalah politik yang ada di masyarakat. Perkembangan
=asyarakat tentu harus dipahami secara komprehensif. Banyak
dmuwan politik yang menaruh perhatian besar terhadap aplikasi
scori-teori ekonomi untuk mendapatkan pemahaman mengenai
=asalah-masalah politik.

Perkembangan masyarakat yang pesat akibat pertcumbuhan
<konomi dan meningkatnya ledakan penduduk yang menyebabkan
=emiskinan, masalah-masalah di perkotaan, mengharapkan ilmu

25. Gabriel Almond, “Political Theory and Political Science”, dalam Ithiel
de Sola Pool (ed.), Contemporary Political Science: Toward Empirical
Theory, (New York: McGraw-Hill, 1967), hlm. 5.
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PEMIKIRAN-PEMIKIRAN POLITIK
PALING BERPENGARUH

emikiran politik merupakan bidang kajian ilmu
Ppolitik yang cukup penting. Kajian pemikiran politik

memfokuskan pada penyelidikan pemikiran-pemikiran
=z= tokoh politik, filsuf politik, maupun kelompok sosial yang
~ezpengaruh melalui ide-ide politiknya. Menurut A. Rahman
Z=:nuddin, pemikiran politik berkaitan erat dengan sejarah dan
=safat politik, dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai, norma,
=ka, moralitas, dan idealisme politik.*

Pemikiran politik terdiri dari elemen-elemen ide, obsesi,
ocensi intelektual dan sosialisasi politik, yang merupakan
=zoresentasi realitas lingkungan sosial mengenai masalah negara,
—asyarakat, dan kekuasaan. Obsesi dapat dipahami sebagai

~emikiran yang mencekam di benak seorang pemikir sepanjang

5. A. Rahman Zainuddin. “Pemikiran Politik”, dalam furnal Imu Politik
7, (Jakarta: AIPI-LIPI-Gramedia, 1990), hlm. 3.
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wakeu karena masalah itu amat dominan dan amat penting
dibandingkan dengan yang lain-lain sehingga jarang sckali ia
dapat melepaskan darinya. Orang yang memiliki obsesi tidak
akan merasa nyaman melihat kenyataan yang ada. Ia tak dapat
menerima kenyataan itu. fa ingin mengubah kenyataan itu
menjadi sesuatu yang lain yang menurut pandangannya jauh
lebih baik, sesuai dengan obsesinya.

Sedangkan, mengenai potensi intelektual dan sosialisasi
politik, menurur Alfian (1986), pemikiran seseorang dipengaruhi
oieh potensi intelektual yang dimilikinya dan proses sosialisasi
vang pernah diterima dari pengalaman kehidupan dan
lingkungannya. Misalnya, lingkungan keluarga, pendidikan, atau
organisasi sosial-politik yang diikutinya. Pengaruh latar-belakang
budaya yang pernah dialaminya, dan perkenalannya dengan dunia
luar atau pemikiran lain (seperti pendidikan dan bacaan) yang
dapat dipakainya sebagai pembanding. Pendek kata, di samping
faktor kecerdasan, corak pemikiran seseorang juga banyak
dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang pernah didapatkannya
dari lingkungan.’

Jadi, ada aspek internal dan eksternal yang membentuk
pemikiran politik scorang tokoh atau pemikir. Di tingkatan
internal, tentu ada aspek psikologis dan kognitif. Sebagaimana
dikatakan Nurani Soyomukti (2008) dalam studinya rentang
pemikiran politik Soekarno, Nasakom:

“Penemuan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan
selalu muncul di benak manusia. Gagasan-gagasan
yang paling berpengaruh dan dianggap sesuai dengan
pengalaman dan dianggapnya benar, biasanya akan

36. Alfan, Pemikiran dan Perubaban Politik Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
1986), him. 9.
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mengendap dalam pemikiran. Endapan pemikiran itulah
vang akan muncul kembali saat orang menjumpai realitas
vang berkembang yang harus ditafsirkan dengan konsepsi
vang sudah ada dalam pikirannya. Karenanya, pemikiran
orang itu bisa dinamis, cepat berubah-ubah, tetapi seiring
dengan kedewasaan umurnya juga akan menunjukkan
bentuk sebenarnya.

Dalam pandangan psikologis, pengalaman-pengalaman
masa kecil merupakan suatu fase yang sangat menentukan
bagi perkembangan selanjutnya, tetapi lebih banyak
berkaitan dengan dunia yang bukan berkaitan dengan
pemikiran. Meskipun demikian, dunia pemikiran kadang
tak mampu menjebol apa yang sudah terbentuk dan
terbangun sebagai pikiran bawah sadar yang sudah ada
sejak kecil.™

Ungkapan “kadang dunia pemikiran kadang tak mampu
renjebol apa yang sudah terbentuk dan terbangun sebagai pikiran
~zwah sadar yang sudah ada sejak kecil” merupakan ungkapan
szng menarik Nurani Soyomukti, yang sering dilupakan oleh
sengamat lainnya dalam menjelaskan masalah pemikiran politik.
Seakan, Nurani hendak menegaskan tesis psikoanalisis Sigmund
Z=eud tentang kekuatan bawah sadar yang membangun suatu
sronomi subjektif yang tak dapat dihancurkan oleh pengalaman
soicktif yang dialami kemudian hari.

Sinkretisme pemikiran Soekarno telah banyak dikatakan oleh
sara pengamat, termasuk Alfian (1986) di atas. Dalam studinya
=zrsebut, tampaknya Nurani Soyomukti ingin menegaskan
szhwa sinkretisme Soekarno—yang merupakan perpaduan

zatara nilai Jawa yang mistis dan feodal-kuno, agama Islam,

5. Nurani Soyomukti, Soekarro dan Nasakom, (Yogyakarta: Garasi House
of Book, 2008), him. 254.
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IV

KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN
KEKUASAAN:
DARI “TRIAS POLITICA” HINGGA
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

A PENGERTIAN KEKUASAAN

Fexc—zsaan adalah konsep pokok dalam ilmu politik. Kita melihat
vz sejarah yang telah berlangsung panjang ini melibatkan
mrdu-individu dan kelompok yang saling berebut kekuasaan.
B=r—vican kekuasaan terjadi sejak manusia itu ada, dalam berbagai
e tindakan yang lunak, hingga konflik dahsyat dan perang
wamre: iembutubkan korban nyawa, darah, dan air mara.
3entuk-bentuk kekuasaan, hubungan menguasai antar-
m=rosia juga mengalami berbagai macam bentuk seiring
@=m=znya wilayah-wilayah geografis dan budaya manusia.
Fowasaan merupakan suatu konsep kuantitatif (dapat dihitung
fi=va): luas wilayah, siapa orang dipengaruhi, lamanya
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berkuasa, uang, dan barang yang dimilikinya. Secara filsafati,
kekuasaan dapat meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia.

Dalam tradisi pemikiran Barat, kekuasaan merupakan
konsep paling sentral. Pemikir-pemikir yang lahir sejak zaman
Yunani Kuno hingga abad modern, banyak yang menegaskan
bahwa tujuan untuk mengejar kekuasaan merupakan gejala
manusia paling dapat dipahami. Misalnya, Epicurus (341—
270). Ia mendirikan aliran filsafat yang mendapatkan banyak
pengikut—ia mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia
hidup adalah untuk mendapatkan kenikmatan. Pandangannya
dipengaruhi oleh etika kenikmatan Aristippus, seorang yang
pernah menjadi murid Socrates, yang percaya bahwa tujuan hidup
adalah kenikmatan indrawi setinggi mungkin, “Kebaikan tertinggi
adalah kenikmatan. Kejahatan tertinggi adalah penderitaan.”®

Kita juga bisa mengacu pada Thomas Hobbes yang
memberikan gambaran bahwa demi mengejar kekuasaan
antar-manusia saling bertarung dan bahkan mirip serigala yang
saling memangsa (homo homini lupus). Juga, Machiavelli yang
mengajarkan bagaimana cara paling licik dan realistis dalam
mengejar kekuasaan di tengah kepentingan yang saling bertarung
antar-manusia dan kelompok.

Bagi tradisi Timur yang terkesan “tidak hedonis” das
dianggap lebih sufistik yang menekankan pada pengejara=
spiritual dan menghindari kenikmatan duniawi, tentu bentui-
bentuk kekuasaan memiliki model yang agak berbeda. Biasany=,
agama, tradisi, dan spiritualitas dianggap memiliki kekuata=
untuk mengatur model kekuasaan yang ada. Meskipun demikiaz,

85. Jostein Gaarder, Dunia Sophie..., hlm. 153.
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ada yang tetap memercayai bahwa pada dasarnya kekuasaan
merupakan kebutuhan universal bagi semua manusia.

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok
orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya
sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-
dndakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan
zertentu. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat
sagaimana pun bersahaja, besar, atau rumit susunannya.

Banyak para pemikir dan pengamat politik yang
mendefinisikan apa itu “kekuasaan” (power). Miriam Budiardjo
mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau
celompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang
azau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu
menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang
miempunyai kekuasaan jtu.%

Definisi itu menekankan pada konsep “pengaruh” atau
=ndakan memengaruhi. Artinya, ia lebih mengacu pada proses
zzau aktivitas. Untuk mendapatkan kekuasaan, orang harus
=menempatkan dirinya untuk menjadi kekuatan yang mampu
zengubah cara pandang, kesadaran, dan tingkah laku orang
zin. Jika kita bisa memengaruhi orang lain, kita akan mudah
=embuat orang lain tersebut melakukan sesuatu sesuai apa yang
< harapkan. Meskipun perilaku dan tindakannya tidak sesuai
~enar sebagaimana kita harapkan, minimal pengaruh kita telah
=embuatnya melakukan sesuatu. Istilah pengaruh (influence)
aerkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Pengaruh itu
zapar dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya pengetahuan,

%. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1992), hlm. 35.
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TEORI NEGARA

t ] egara merupakan konsep yang paling penting dalam
ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian
karena di sana terdapat pergulatan politik dan

kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali.

Mengapa demikian?

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Ia
adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah
agency (baca: alat) masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan
menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Unsur-
unsur negara adalah hal-hal yang dianggap harus ada agar suatu
kekuasaan dan wilayah layak disebut sebagai negara. Umumnya,
negara terdiri dari empat unsur: )

1. Wilayah

2. Rakyat
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3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain (de Facto dan de jure)

Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana
antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi
yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara
sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat
menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara
menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan dapat digunakan
dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan
atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, ia
dapat menyatukan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari
penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini, boleh
dikatakan negara mempunyai dua tugas:'"
® Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang
a-sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak
menjadi antagonisme yang membahayakan; dan

® Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia
dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan
dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana
kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu

sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum
dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alar
perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang
paling kuat dan teratur. Maka dari itu, semua golongan atau

asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus menempatkan

113. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar..., hlm. 39.
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diri dalam rangka ini."" Negara mempunyai sifat-sifat khusus
vang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya
dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat
pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya, negara dianggap
mempunyai sifat berikut:

Pertama, sifat memaksa (coersive power) agar peraturan
perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban di
dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah.
Maka, negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai
kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Dalam hal
demikian, di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaannya
hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya
dipakai persuasi (baca: meyakinkan).

Kedua, sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam
menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

Ketiga, sifat mencakup semua (all-encompassing, all-
embracing). Semua peraturan perundang-undangan berlaku
untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang
perlu sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup
aktivitas negara, usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang
dicita-citakan akan gagal.'"’

A. DEFINISI NEGARA

Banyak definisi yang berusaha memberi arti “negara”. Di bawah
ini adalah beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa

ilmuwan dan filsuf:

114. Tbid.
115. Ibid.
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TEORI DEMOKRASI

A. MUNCULNYA IDE DEMOKRASI

Demokrasi dalam sejarah peradaban dianggap sudah mulai
muncul sejak zaman Yunani Kuno. Capaian praktis dari
pemikiran Demokrasi Yunani adalah munculnya apa yang
disebut “negara kota (Polis)”. Polis adalah bentuk demokrasi
pertama. Pericles dalam bukunya yang terkenal, Funeral Oration,
menyatakan bahwa pemerintahan Athena disebut demokrasi
karena administrasinya berada di tangan banyak pihak. Demikian
pula ahli drama Aeschylus dengan bangga berkesimpulan
bahwa tidak ada pemerintahan di Athena karena rakyar adalah
pemerintah.'*

Demokrasi berasal dari kata-kata Latin demos (rakyat) dan
kratos (pemerintahan), selalu diartikan sebagai pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat. Istilah demokratia mulai dipakai di Athena
sekitar pertengahan abab ke-5 M. Istilah ini mungkin telah

140. Henry ]J. Schmands, Filsafar Politik..., hlm. 37.
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menggantikan ungkapan-ungkapan yang lama yang menyangkut
iso atau “sama’, seperti terdapat dalam isonomia atau persamaan
di depan hukum. Kata-kata demokratia mungkin telah diciptakan
oleh para pengritik konstitusi Athena. Jika demikian keadaannya.
kata-kata demokratia mempunyai pengertian yang tidak baik.'!
Sebelumnya, pada abab ke-7 dan ke-6 SM, demos mungkin tidak
mencakup massa rakyat. Namun, setelah pertengahan abab ke-
5 SM, demokratia tampaknya telah digunakan pada umumnya
dengan pengertian yang telah dimilikinya sampai sekarang ini.
yaitu dengan pengertian “pemerintahan oleh rakyat”.!2
Abraham Lincoln (1808—1865) adalah presiden Amerika
Serikat (AS) yang ke-106, yang pernah mengatakan bahwa
demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Demokrasi diakui banyak orang dan negara sebagai
sebuah sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa
depan umat manusia yang lebih baik dari saat ini. Meskipun
demikian, penolakan terhadapnya juga tak sedikit jumlahnya.
Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami
sebab ia banyak memiliki kesamaan makna (variatif, evolutif, dan
dinamis). Untuk itu, tidaklah mudah membuat suatu definisi
yang jelas mengenai demokrasi. Demokrasi bermakna variatif
karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak
mengklaim negaranya sebagai demokratis meskipun nilai yang
dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-
prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu,

141. Terence Ball dan Richard Dagger, Political Ideologies and The
Democratic Ideal, (New York: Harper Collins Publishers), hlm. 23.

142, Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengritiknya, (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1992), hlm. 158.
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dikenal berbagai tipologi demokrasi. Berikut adalah empat contoh
tipologi demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi Langsung

Demobkrasi langsung adalah suatu kondisi ketika keseluruhan
warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan
untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang,
seperti yang dilaksanakan di zaman Yunani kuno. Demokrasi
tidak langsung dilaksanakan dengan sistem perwakilan.

Tipe demokrasi ideal diwujudkan dalam derajat yang
berbeda-beda melalui konstitusi yang berbeda-beda pula.
Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif
paling tinggi. Demokrasi langsung ditandai dengan fakta
pembuatan UU, dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang
utama, dijalankan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau
rapat umum. Pengorganisasian semacam ini hanya mungkin
dalam masyarakat-masyarakat kecil dan di bawah kondisi-kondisi
sosial yang sederhana.'® 1

Di dalam demokrasi langsung, seperti pada suku-suku
bangsa Jerman dan Romawi Kuno, prinsip demokrasi sangat
terbatas. Tidak semua warga masyarakat mempunyai hak untuk
turut serta dalam pembahasan dan keputusan-keputusan dari
majelis rakyat. Anak-anak, kaum wanita, dan budak (apabila ada
perbudakan) tidak memiliki hak politik. Saat ini hanya konstitusi-
konstitusi dari sejumlah daerah bagian Swiss yang kecil-kecil yang
memiliki karakter demokrasi langsung,

143. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Jakarca: Rimdi Pers, 1995), hlm.
288.
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TEORI POLITIK MARXISME

A. SURVIVALITAS TEORI POLITIK MARXISME

Apa yang membuat marxisme selalu relevan sebagai sebuah
teori tentang sejarah, masyarakat, dan politik? Tentu saja karena
analisis teoretisnya yang dapat dikatakan canggih dan radikal.
Khusus dalam kajian politik, marxisme memberikan analisis
terhadap gejala kekuasaan, negara, dan perubahan politik. Yang
lebih penting lagi, marxisme masih punya kekuatan dalam
bentuk gerakan dan partai politik. Sebagaimana dikatakan Franz
Magnis-Suseno bahwa marxisme bukan hanya teori, melainkan
“juga ideologi perjuangan politis” yang menyemangati sebagian
besar gerakan buruh sejak akhir abad ke-19 dan dalam abad-20
mendasari kebanyakan gerakan nasional.**

232. Franz Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke
Perselisiban Revisionisme, (Jakarta: Gramedia Pustaka Urama, 1999),
hlm. xi.
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L. Marxisme Sebagai Ideologi Politik Buruh
Mengapa demikian? Mungkin hal itu telah dapat kita lihat dari

fakta bahwa kekuatan politik marxis (sosialis, komunis) yang
ada di berbagai negara memiliki basis massa yang kebanyakan
terdiri dari kaum buruh, tani, dan kelas pekerja. Akan tetapi,
yang penting untuk kita pahami adalah pandangan bahwa filsafat
marxisme dibangun dari kepercayaannya bahwa teori tak bisa
dipisahkan dengan prakeik. Ilmu pengetahuan dan prakeik tak
bisa dipisahkan, tetapi merupakan suatu kesatuan.

Bagi Karl Marx, tujuan ilmu pengetahuan adalah membanry
dalam upayanya mengubah realitas kenyataan alam atau kenyataan
sosial. Kaum borjuis ingin mengubah realitas kenyataan alam,
dan memang harus melakukannya untuk menghimpun modal.
Dengan demikian, mereka membutuhkan ilmu alam. Namun,
kaum borjuis tidak ingin mengubah sistem sosial, sebaliknya
ingin mengabadikan struktur masyarakat yang ada. Makanya, di
bidang sosial mereka membutuhkan ideologi defensif daripada
pendekatan keilmuan. Itulah sebabnya, sebagian besar kegiatan
yang dipandang sebagai ilmu sosial oleh kaum borjuis sebenarnya
bukan ilmu sama sekali, melainkan upaya pembenaran strukeur-
struktur sosial yang ada untuk membodohi masyarakat.
Kadang-kadang, kelas kapitalis memang perlu mengubah
kenyataan sosial dalam batasan-batasan tertentu. Jadi, ilmu sosial
borjuis memang menghasilkan beberapa pengetahuan, tetapi
pengetahuan tersebut selalu terletak dalam (dan dikungkungi
serta didistorsikan oleh) kerangka teoretis yang menghalangi
pengertian keseluruhan sistem sosial secara lengkap.

Satu-satunya golongan yang berkepentingan serta
berkemampuan untuk mencapai pengertian sistem sosial
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secara lengkap itu adalah kelas buruh. Seperti dikatakan Marx,
“Timbulnya ide-ide revolusioner mensyaratkan adanya sebuah
kelas revolusioner.” Maka, dasar status ilmiah marxisme adalah
hubungannya dengan kelas buruh itu. Dari sini kita mendapatkan
satu pemahaman untuk memahami tradisi marxisme yang
sejati, yaitu marxisme berdasar sudut pandang perjuangan kelas
buruh.

Pendek kata, marxisme adalah teori untuk seluruh kelas
buruh secara utuh, independen dari kepentingan jangka pendek
dari berbagai golongan sektoral, nasional, dan lain-lain. Oleh
karena itu, marxisme bertentangan dengan oportunisme politik,
yang justru mengorbankan kepentingan umum seluruh kelas
pekerja demi tuntutan sektoral dan atau jangka pendek. Fakta ini
juga didukung sejarah kehidupan Karl Marx yang—meskipun ia
berasal dari kelas menengah (borjuis kecil)—telah bergelut dalam
kehidupan buruh dan aktivitas politiknya dalam memperjuangkan
nasib buruh. Dengan demikian, dia ditempa dalam kehidupan
yang tidak hanya berasal dari lingkungan borjuis kecilnya, tetapi
ditempa dalam kondisi yang memungkinkan lahirnya sudut
pandang yang tidak sepihak (kelas borjuis-kapitalis), dan dia
menemukan teori materialisme dialektika yang memandu berbagai
karyanya (mulai dari Manuskrip Ekonomi dan Filsafat hingga Das
Kapital, dan tulisan-tulisannya yang lain). Marx telah melakukan
renungan yang serius dan tidak sekadar menulis berdasarkan
romantisme intelektualitas. Dia benar-benar menggunakan
kapasitas otaknya untuk berfilsafat menganalisis kehidupan,
terutama tentang kritiknya tentang ekonomi-politik. Maka, teori
marxisme tersebut secara objektif ternyata menjatuhkan pilihan

pada kaum buruh sebagai sudut pandangnya.
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VIII

TEORI PERUBAHAN POLITIK:
REFORMASI ATAU REVOLUSI

A. PERSPEKTIF PERUBAHAN

Segala sesuatu yang ada di alam dan dunia ini selalu berubah.
Itu adalah hukum alam, hukum material yang menyusun alam
kehidupan ini. Gerak dan perubahan adalah hakikat tertinggi.
Bahkan, ada filsuf yang mengatakan bahwa diam adalah bagian
dari gerak. Lihat saja, dalam kurun waktu sejarah yang amat
panjang, kita telah melihat berbagai macam perubahan dalam
banyak hal dan di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, politik,
sosial, dan budaya.

Di antara berbagai perubahan itu, ada yang bersifat pelan
dan ada yang bersifat cepat, ada yang perubahannya tidak
begitu besar, tetapi juga ada perubahan yang sangat luar biasa.
Tentu kadang kita tidak menyadarinya. Akan tetapi, jika kita
bisa mendapatkan informasi tentang muncul dan hilangnya
suatu hal-hal material yang ada dalam waktu yang panjang,
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kita akan tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang menyebabkan
perubahan terjadi. Artinya, perubahan selalu terjadi karena suate
sebab yang merupakan bagian dari alam kehidupan yang saling
berhubungan.

Perubahan yang lambar sekalipun, dalam jangka waktu yang
lama, akan menunjukkan suatu hal yang perubahannya sangas
mencolok. Artinya, perubahan material sedikit demi sedikir,
lambat, tetapi pasti, akan menimbulkan suacu akumulasi tereente
yang menunjukkan perubahan mendasar. Jadi, yang namanya
perubahan radikal/revolusioner ternyata juga tak bisa dilakukan
secara mendadak. Perubahan radikal/revolusioner membutuhkan
perubahan-perubahan kecil yang punya gerak akumulatif,

Dalam sejarah yang panjang, kita telah menemukan hal-hal
baru yang kita lihat sekarang. Karena umur manusia terbatas
dibandingkan alam yang luas dan lama ini, untuk melihat
perubahan yang terjadi, kita butuh ilmu sejarah yang memberikan
darta-data tentang perubahan itu. Perubahan-perubahan sejarah di
alam fisik dan hubungan antar-manusia itulah yang memberikan
kita pengetahuan tentang pola-pola perubahan yang terjadi. Dari
situlah, para ahli mempelajari bagaimana perubahan terjadi—
sebut saja Teori Perubahan.

Di bidang politik, perubahan-perubahan yang ada juga
menuntut para ahli politik mempelajari untuk menggambarkan
pola-pola perubahan di masa lalu dan meramalkan perubahan-
perubahan yang akan terjadi di masa depan. Sejarah menunjukkan
pola-pola kekuasaan yang ada di dunia ini, mulai bentuk
hubungan dalam negara, hingga terjadinya perubahan politik
dan pola-pola kepemimpinan. Terciptanya perubahan sejarah
terjadi karena kekuatan sejarah yang terus tumbuh. Artinya,
sejarah digerakkan oleh suatu kekuatan. Jika kekuatan itu besar
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dan mengandung suatu arah gerak yang baru, kekuatan itu akan
menentukan bentuk sejarah selanjutnya.

Dalam bidang politik, kita telah mengenal'berbagai macam
perubahan yang terj adi, misalnya lembaga keluasaan, mulai
dari negara budak, negara kerajaan, hingga negara modern.
Perubahan-perubahan menuju tiap tahap kadang diwarnai dengan
gerakan dan benturan politik. Misalnya, munculnya negara
modern. Untuk menuju ke sana, ternyata harus dilalui dengan
pertentangan antara gerakan dan kekuatan baru dengan kekuatan
lama yang kepentingannya tidak sama dan saling berbenturan.
Hukum pertentangan itu adalah bagian dari hukum sej arah yang
sangat penting. Perubahan tak jarang dilalui dengan pertentangan
dulu. Negara modern dengan :de demokrasinya ternyata juga lahir
dari pertentangan yang sengit antara kaum demokrat dan kaum
feodal. Kaum demokrat mengadakan revolusi, seperti Revolusi
Prancis yang berdarah-darah: Revolusi yang diawali dengan kaum
demokrat yang tumbuh pesat yang menginginkan negara modern
yang berprinsip pada kebebasan dan kesetaraan, dengan kaum
monarkis yang masih ingin mempertahankan kerajaan.

Itu hanyalah salah satu contoh bentuk perubahan politik.
Ada perubahan politik yang bersifat evolusioner dan reformis, ada
juga yang bersifat radikal/revolusioner seperti kisah-kisah revolusi
(Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, dan lain-lain).

1. Perubahan Evolusioner/Gradual

Perubahan evolusioner adalah perubahan yang bersifat panjang
dan lama dan berjalan lambat. Tidak ada peristiwa-peristiwa
atau kejadian alam atau masyarakat yang memicu terjadinya
perubahan. Demikian juga dalam bidang politik. Sering muncul
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